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The increasing number of religions conversions from non-
Islam to Islam necessitates special attention regarding the
legal  status of marriage and other resulting legal
consequences. Based on this reality, this study aims to
examine the legal status of marriages involving individuals
who convert to Islam (muallaf), either individnally or as a
couple, based on hadiths, classical Islamic jurisprudence
(figh), and applicable Indonesian legal regulations. This
study employs a qualitative method by analyzing various
relevant  primary and secondary sources. Data was
collected through a literature review of hadith collections,
classical figh books, and Islamic legal regulations in
Indonesia, such as the Marriage Law No. 1 of 1974 and
the Compilation of Islamic Law (KHI), along with other
relevant statutes. The findings of this research explain
that marriages between couples who convert to Islam
together are deemed valid and do not require a new
marriage contract. However, if only one party remains in
their previous religion, the majority of scholars consider the
marriage nullified unless the other party subsequently
embraces Islam. Other legal consequences include the
limitation of a maximum of four wives for those who had
more than _four at the time of conversion, and that muallaf
are subject to the same Islamic legal rulings as Muslims in
general.
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Meningkatnya perpindahan agama dari non Islam
ke Islam diperlukan perhatian khusus terkait
status perkawinan dan akibat hukum lain yang
timbul. Berdasarkan realita tersebut penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji status hukum
perkawinan bagi pasangan yang salah satu atau
keduanya berpindah agama ke Islam (muallaf)
berdasarkan hadis, pendapat ulama fiqih, serta
regulasi hukum yang berlaku di Indonesia.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah kualitatif dengan menganalisis berbagai
sumber primer dan sekunder yang relevan. Data
dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari
sumber-sumber hadis, kitab-kitab figih, serta
regulasi hukum Islam di Indonesia, seperti
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta aturan
terkait lainnya . Hasil penelitian menjelaskan
bahwa status perkawinan bagi yang pindah agama
bersama pasangan dinyatakan sah dan tidak perlu
diperbarui nikahnya. Namun jika salah seorang
masih dalam agama lamanya, maka mayoritas
Ulama menyatakan perkawinannya batal, kecuali
suami atau istri masuk Islam. Akibat hukum lain
antara, yaitu batasan maksimal jumlah istri hanya
empat orang bagi mereka yang punya istri lebih
empat ketika masuk Islam bersama-sama dan
bagi para muallaf berlaku hukum sebagaimana
yang diatur dan berlaku bagi umat Islam pada
umumnya.
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PENDAHULUAN

Perpindahan agama non Islam ke Islam ( muallaf ) dapat menimbulkan
berbagai implikasi hukum dalam kehidupan seseorang, termasuk dalam aspek

perkawinan. Sekalipun ada tren kenaikan jumlah muallaf, saat ini Kementerian
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Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) belum menyediakan data resmi dan terkini
mengenai jumlah muallaf di Indonesia. Namun, beberapa sumber lain memberikan
gambaran mengenai jumlah muallaf di berbagai daerah. Sebagai contoh, dilansir dari
masjidsuciatisaliman.id., Muallaf Center Indonesia (MCI) mencatat sekitar 58.000
muallaf di Indonesia selama periode 2003-2019, dengan rata-rata 3.625 muallaf per
tahun. Menurut riauonline.co.id di Pekanbaru, Riau, Muallaf Center Masjid Raya An
Nur mencatat bahwa sepanjang tahun 2022, sebanyak 111 orang nonmuslim telah
bersyahadat dan menjadi muallaf. Jumlah ini terdiri dari 50 perempuan dan 61 laki-
laki.

Dalam syari’at Islam, pernikahan merupakan ikatan suci yang memiliki
konsekuensi hukum tertentu, terutama jika terjadi perubahan keyakinan salah satu
atau kedua pasangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana hukum
Islam, terutama berdasarkan hadis-hadis shahih, mengatur status perkawinan bagi
pasangan yang berpindah agama ke Islam. Status pernikahan pasangan yang masuk
Islam bersama berbeda dengan mereka yang salah satunya tetap dalam agama asalnya.
Jika suami dan istri masuk Islam bersama, maka pernikahan mereka tetap sah tanpa
petlu akad ulang, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa hadis, pendapat ulama dan
regulasi yang berlaku. Namun, jika salah satu pasangan tetap dalam agama
sebelumnya, maka status hukum pernikahannya masih tergantung . Hal tersebut perlu
ada kepastian hukum, baik dalam hadis maupun fiqgih. Oleh karena itu, kajian berbasis
hadis, figih, dan regulasi hukum di Indonesia sangat diperlukan untuk memahami
lebih dalam status perkawinan para muallaf tersebut.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis hukum perkawinan pasangan muallaf
berdasarkan hadis-hadis shahih, pendapat ulama figih dan regulasi hukum yang
berlaku di Indonesia. Dengan mengacu pada sumber-sumber otoritatif, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai status

hukum perkawinan bagi mereka yang berpindah agama ke Islam.

KAJIAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian ini bertumpu pada tiga ranah utama: (1) Teori
perubahan status hukum dalam Islam, (2) Teori nasab dan validitas akad pra-Islam,
serta (3) Teori sistem hukum positif Indonesia tentang perkawinan dan pencatatan
sipil. Kajian ini diperlukan untuk menjembatani aspek normatif keagamaan dengan
aspek legal administratif di Indonesia.

1. Teori Perubahan Status Hukum karena Konversi Agama (Muallaf)
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Dalam ilmu ushul figh dan figh munakahat, perubahan keyakinan dari agama
non-Islam ke Islam (konversi) berimplikasi langsung terhadap status hukum
pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam hadis-hadis shahih dan menjadi objek kajian
ulama klasik seperti Imam Syafi’i, Imam Malik, dan Ibnu Qudamah. Menurut Al-
Mughni dan Ilam  al-Muwaqqi’in, seorang muallaf yang masuk Islam sendirian
menyebabkan fasakh pernikahan jika pasangannya tetap kafir, merujuk pada QS. Al-
Baqarah: 221 dan QS. Al-Mumtahanah: 10.

Imam Nawawi dan Ibnu Qayyim menyebut bahwa fasakh yang terjadi
bukanlah talak, sehingga jika pasangan non-Muslim masuk Islam sebelum habis masa
iddah, pernikahan tetap sah tanpa akad ulang. Hal ini menekankan pentingnya waktu
dan niat dalam mempertahankan hubungan pernikahan pasca-konversi.

2. Teori Nasab dan Validitas Akad Nikah Sebelum Islam

Dalam konsep syariah, setiap akad yang terjadi sebelum Islam — selama tidak
bertentangan secara substansial dengan hukum Islam — dianggap sah dan tidak perlu
diulang. Hadis Nabi ¥ tentang pengembalian Zainab kepada Abul ‘Ash bin Rabi’
tanpa akad baru setelah enam tahun perpisahan adalah dalil penting dalam hal ini
(HR. Ahmad, Abu Dawud). Ini diperkuat dengan ijma’ ulama bahwa anak hasil
pernikahan pra-Islam tetap sah secara nasab, selama pernikahannya sah menurut
agama sebelumnya. Nasab tidak batal karena masuk Islam, karena Islam menghargai
perjanjian dan struktur sosial yang sah sebelumnya.

3. Teori Sistem Hukum Positif dan Administrasi Kependudukan

Dalam hukum Indonesia, validitas pernikahan diatur dalam UU No. 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan
menyatakan bahwa keabsahan pernikahan ditentukan oleh hukum masing-masing
agama. Dalam konteks Islam, KHI Pasal 44 melarang perempuan Muslim menikah
dengan laki-laki non-Muslim. Oleh karena itu, perubahan agama memicu kebutuhan
evaluasi terhadap legalitas perkawinan dalam ranah syariah dan administratif.

Namun, tidak terdapat ketentuan hukum tertulis yang secara eksplisit
mewajibkan akad ulang untuk pasangan muallaf. Praktik akad ulang lebih bertujuan
untuk memenubhi sistem pencatatan dalam SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen
Nikah) dan administrasi KUA. Oleh karena itu, penyelesaian administratif dilakukan
melalui legalisasi dokumen atau surat keterangan pendukung tanpa mengubah status

hukum asli pernikahan tersebut.
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METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan
kualitatif normatif, dengan fokus pada analisis teks-teks hukum Islam, hadis Nabi -
pendapat para ulama, serta regulasi hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berkaitan erat dengan norma-norma
hukum agama dan negara, khususnya mengenai status perkawinan pasangan yang
berpindah agama ke Islam (muallaf). Seluruh data diperoleh melalui studi
kepustakaan (library research) terhadap sumber-sumber primer seperti kitab-kitab
hadis (Shahih al-Bukhati, Abu Dawud, Ahmad), kitab fiqih klasik (A~Mughni, I'lan: al-
Muwaqqi‘in, Fathul Bari), serta dokumen hukum nasional seperti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis, dengan cara
mendeskripsikan dan membandingkan antara pendapat ulama klasik dan
kontemporer serta norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini
juga mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakangi kebutuhan hukum
bagi muallaf, terutama dalam aspek pernikahan dan keluarga. Tujuan utama dari
analisis ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam dan hukum nasional
mengatur keberlangsungan atau pembatalan pernikahan dalam kasus perpindahan
agama, serta bagaimana prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dapat diwujudkan

melalui sinkronisasi antara hukum fikih dan hukum positif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengertian Muallaf
Secara etimologi (bahasa), kata mualaf berasal dari bahasa Arab 4dlgall
*\sﬁ (al-mu’allafatu qulubuhum). Kata mu'allaf merupakan bentuk isim maf'ul
dari kata WG - il - (allafa — yw’allifu — ta’lifan) yang berarti ;
menjinakkan, menyatukan, atau mendamaikan. Dengan demikian, secara bahasa,
muallaf bermakna seseorang yang hatinya dilunakkan atau disatukan agar menerima
Islam. Adapun menurut istilah syari’at, muallaf adalah seseorang yang hatinya masih
dalam proses ditarik atau didekatkan kepada Islam, baik mereka yang baru masuk
Islam maupun mereka yang masih memiliki kelemahan dalam keimanannya. Muallaf

termasuk dalam salah satu golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana

disebutkan dalam Al-Qut'an:

e w/.‘/;%, - o - L1 ¢2 Lo %o T e J."na o %
aslh Ailigall s gl Galaaliy sl o881 Ediall ).,
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"Sesunggubnya zakat itn hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil akat,
orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf)..."”
(QS. At-Taubah: 60)

Pendapat Ulama Hadis dan Fuqgaha tentang Muallaf

Para ulama hadis menjelaskan bahwa istilah "muallaf" dalam Al-Qut’an surat
At- Taubah ayat 60 merujuk pada mereka yang hatinya masih cenderung kepada
kekufuran atau baru masuk Islam. Beberapa hadis yang berkaitan dengan muallaf
antara lain, hadis dari Anas bin Malik yang meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW
meemberikan sejumlah harta kepada para pemuka Quraisy yang baru masuk Islam

untuk menarik hati mereka, yaitu :

25l adfpall G il el Al adle A a3 A eclla o ol G

ala

P

"Dari Anas bin Malik, bahwa Nabi & memberikan seratus ekor unta kepada beberapa orang
dari golongan mualaf."" (HR. Bukbari dan Muslim).

Asbabul Wurud Al-Hadits di atas, Imam As-Suyuthi menyebutkan bahwa
hadis ini turun dalam konteks pembagian ganimah (harta rampasan perang) setelah
Perang Hunain, di mana Rasulullah # memberikan sebagian besar kepada pemimpin
Quraisy yang baru masuk Islam. (As-Suyuthi, 2024). ALLstidbkar karya Ibnu Abdil
Barr menjelaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari strategi dakwah Rasulullah

Zuntuk menarik simpati kaum Quraisy yang masih baru dalam Islam. (Yusuf, tt)
Sedangkan dalam kitab Fathu! Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani (Hidayat, R., &
Suwanto, S. 2020). dalam penjelasannya menyebut bahwa Rasulullah # ingin
menghindari kemungkinan kembalinya mereka kepada kekafiran, sehingga harta yang
diberikan sebagai bentuk targhib (motivasi untuk tetap dalam Islam). Hadis lain
dalam Sunan Abu Dawud juga menunjukkan bahwa Rasulullah # memberikan
bagian zakat kepada mereka yang hatinya ingin ditarik ke dalam Islam.

Ulama fikih ( fugaha ) membahas muallaf dalam konteks siapa yang berhak
mendapatkan zakat dan bagaimana hukum mereka setelah Islam tersebar luas.
Menurut ulama Hanafi, kategori muallaf sebagai penerima zakat sudah tidak berlaku
setelah Islam menjadi kuat. Mereka berargumen bahwa pada masa awal Islam, mualaf
diberikan harta agar Islam semakin diterima, tetapi setelah Islam berkembang,
kebutuhan ini tidak lagi ada. (Abdullah, N. B. K., & Osman, K. 2022). Ulama Maliki
juga berpendapat bahwa hak muallaf sebagai penerima zakat sudah tidak berlaku lagi,

karena tujuan pemberian zakat kepada mereka adalah untuk memperkuat Islam, yang
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kini telah kokoh. (Ulum, K., Yahya, 1., & Rofig, A. 2024). Ulama Syafi'i tetap
mengakui adanya hak mualaf dalam menerima zakat, terutama bagi mereka yang baru
masuk Islam dan masih membutuhkan dukungan. Imam Syafi'i menyatakan dalam
Al-Umm (Hambari, H., Arif, A.A., & Zaim, M.A. 2020) : "Jika ada orang yang masuk
Islam, tetapi masih memerlukan penguatan dalam keimanannya, maka dia berbak menerima
bagian zakat sebagai muallaf." Sealanjutnya Ulama Hanbali juga membolehkan pemberian
zakat kepada mualaf dengan alasan yang sama seperti Mazhab Syafi'i. (Abdullah, tt).
Dengan demikian, setiap orang yang pindah agama ke Islam secara otomatis
disebut sebagai muallaf, karena ia sedang dalam proses penyesuaian dan

penguatan iman dalam agama Islam.

Status Perkawinan Orang Pindah Agama Ke Islam Dalam Hadis
1. Hadis dari Ibnu Abbas :

JUE B8 Adi5al 5 Ja5 % ol g ki 108 e o Ge

coaaill 5 3l gl o) 5 5) Al AT 13 L&k (AT a0 ¥ o2 2

“ Dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Seorang laki-laki masuk Islam pada masa Nabi & sementara

istrinya tetap kafir, maka Nabi & bersabda: "Tidak halal baginya untuk tetap bersamanya jika
istrinya tidak masuk Islam.” (HR. Abu Dawud,An-Nasa’i )

Takhrij hadis ini adalah diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Swunan Abu

Dawnd (Dawud, 2021) dan An-Nasa’i dalam Swnan An-Nasa’i. Sanad Hadis ini

diriwayatkan dari Ibnu Abbas 4 4l o, yang merupakan sahabat Nabi #.
Diriwayatkan melalui jalur beberapa perawi, yang semuanya terpercaya menurut
ulama hadis. Derajat Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa’ al-Ghalil
(Azzuhri, M. 2020). dan dihasankan oleh Syaikh Syu’aib Al-Arnauth dalam Tahgig
Sunan Abn Dawnd. Hadis dengan makna serupa juga terdapat dalam Musnad Ahmad
dan Sunan Al-Baihaqi. Ibnu Qudamah dalam A/-Mughni juga mengutip hadis ini
dalam pembahasan mengenai pernikahan seorang Muslim dengan wanita kafir. Shalih
al-Fauzan. 2025). Hadis ini dijadikan dalil bahwa seorang suami Muslim tidak boleh
mempertahankan perkawinan dengan istrinya yang masih kafir jika ia tidak ikut suami
masuk Islam.

Asbabul wurud hadis ini dalam beberapa kitab yang membahas asbabul
wurud, dijelaskan sebagai berikut ; Dalam &izab Asbabul Wurnd al-Hadits karya Imam
As-Suyuthi disebutkan bahwa hadis ini turun dalam konteks hukum perpisahan

antara suami muslim dengan istri yang tetap dalam kekufuran. (As-Suyuthi, 2024).

59



Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Volume .., No. .. (Bulan) Tahun, h. 1-5

Dalam kitab I'lam al-Muwaqqi’in, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menyebutkan bahwa kasus
ini sering terjadi pada zaman Nabi %, dan Nabi ¥ selalu memisahkan pernikahan
yang tidak sesuai dengan aturan syariat. (Desmuliati, M., & Ramadhan, M. F. 2025).
Sedangkan dalam kitab Fazhu/ Bari syarah Shahih al-Bukhari, Imam Ibnu Hajar al-
Asqalani menjelaskan bahwa perintah Nabi # ini sejalan dengan QS. Al-Baqarah:
221, yang melarang menikahi wanita musyrik. (HK Abror 2020).

2. Hadis dari Ummu Kultsum binti Uqbah :

2 A Js) ) Hala Gae &S .LJM‘;,\UJWMHAS?\U\
SE Goale U Bl 2 0 358 dAidll Alla 4S5 g
Sea 3.

“Ummu Kultsum binti Ugbah bin Abi Mu'ayt termasuk di antara perempuan yang bijrab
kepada Rasulullah & dalam perjanjian Hudaibiyah, tetapi Nabi % tidak mengembalifan
wanita-wanita yang hijrah kepada suami-suami mereka (yang masih kafir).” (HR. Bukhari,
Muslim).

Takhrij hadis ini yaitu diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari
(Kodir, F.A. 2022), Imam Muslim dalam Sahih Muslim (al-Husain, tt) , Imam Abu
Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Hadis ini berkaitan dengan peristiwa Perjanjian
Hudaibiyah, di mana kaum Muslimin dan Quraisy sepakat bahwa setiap Muslim
yang lari ke Madinah harus dikembalikan ke Makkah. Namun, ketitka Ummu
Kultsum binti ‘Ugbah berhijrah, Rasulullah ¥ tidak mengembalikannya ke Makkah

karena turunnya ayat QS. Al-Mumtahanah ayat 10 yaitu :

ey e A= Gh Siaiald ¢ jales il dall A 13 15l Gl (G .

Oslad 2 V5240 O G V= D T Gh s 35 58 i3 (b piinle (o
V3 A Al GA At 1) G ASE 4 a&ile #UA Y571 680 L 2h 150
es;;m\;s;esn ) osiil e ) gilals 2880 L) iy 0 R0 atany | R

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah
kepadamu, maka hendaklah kanmn uji (Reimanan) mereka. Allah lebih mengetabui tentang
keimanan mereka; jika kamu telah mengetabui babwa mereka (benar-benar) beriman maka
Janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang Rafir (snami-suami mereka). Mereka
tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan
berikanlah kepada (suami) mereka mabar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa
bagimu menikahi mereka apabila kamn bayar kepada mereka mabarnya. Dan janganilah kanu
tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamn
minta kembali mabar yang telah kamu berikan; dan (jika snaminya tetap kafir) biarkan mereka
meminta kembali mahar yang telab mereka bayar (Repada mantan istrinya yang telah beriman).
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Demikianlah  hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara fkamn. Dan Allah Maba
Mengetahui, Mahabijaksana.”
. Hadis tersebut di atas diriwayatkan melalui jalur perawi yang terpercaya,

yaitu dari Ibnu Sythab Az-Zuhri dari Urwah bin Zubair dari Ummu Kultsum binti
Ugbah.
3. Hadis dari Ibnu Abbas Ra :

oaladl e iy A Al adle A e 00 3y 08 Ll il Ge
F& &t s S UL
“ Dari 1bnu Abbas ra., sesunggubnya Nabi saw. pernah mengembalikan anak perempunannya

Zainab kepada suaminya Abil '"Ash bin Rabi' dengan pernikaban yang pertama tanpa
memperbaruinya sedikit pun.” (HR. Ahmad dan Abu Daud).

Dalam lafal lain :

salall e i A Al adle Qi e A 30 06 Lile ) e
185 g a5 ¢3S G o 305 50
“ Dari 1bu Abbas ra, Nabi saw. pernah mengembalikan anak perempuannya Zainab ;éepada

Abil "Ash bin Rabi’ setelah enam tabun dengan pernikaban yang pertama tanpa memperbarninya
sedikitpun.” (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Takhrij hadis di atas sebagai berikut, diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis,
yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad dan Sunan Tirmizi.
Adapun Asbabul wurud hadis ini memiliki konteks sejarah yang berkaitan dengan
kehidupan Zainab binti Rasulullah # dan suaminya Abu al-‘Ash bin al-Rabi’. Zainab
masuk Islam di Makkah, sementara suaminya, Abu al-‘Ash bin al-Rab?’, tetap dalam
kekufuran. Ketika Rasulullah # hijrah ke Madinah, Zainab tetap tinggal di Makkah
bersama suaminya. Dalam Perang Badar (2 H), Abu al-‘Ash tertangkap sebagai
tawanan perang oleh kaum Muslimin. Zainab mengirimkan tebusan untuk suaminya,
termasuk kalung miliknya yang pernah diberikan oleh ibunya, Khadijah. Rasulullah %
membebaskan Abu al-‘Ash dengan syarat bahwa ia mengizinkan Zainab berhijrah ke
Madinah. Setelah bertahun-tahun berpisah, Abu al-‘Ash akhirnya masuk Islam di
Madinah, dan Rasulullah % mengembalikan Zainab kepadanya tanpa akad baru.
(As-Suyuthi, 2024).

Dalam kitab al-Muwatha’ Imam Malik demikian juga Imam Nasa’i dan Daruquthni

dalam masing-masing kitab sunannya meriwayatkan (Sabiq, 2011);
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“ Dari 1bnn Umar, babwa Ghailan bin Salamabh ats-Tsaqafi masuk Islam dan dia memiliki
sepulub istri pada masa jabiliyah yang kemudian masuk Islam bersamanya. Maka Nabi %

memerintabkannya untuk memilib empat di antara mereka.”

Terdapat juga hadis senada dalam kitab sunan Abu Dawud bahwa Harits bin Qais

berkata :
o) 018 Al g adde 4 Loa o 00 GUD &R0 5 5 B (sale 5 Cualld 08
"Bl Gee SR by aide i L

“ Akn masuk Islam dengan delapan istrikn. Laln aku menceritakan hal itn kepada Nabi
S AW, maka Belian bersabda, * piliblah empat orang diantara mereka,”™

Hadis di atas menjelaskan batasan empat orang istri bagi laki-laki yang masuk Islam

dan menceraikan selebihnya.

Figh Hadis

Setelah menelaah dari beberapa hadis di atas dapat kita mengambil
pemahaman sebagai berikut : Pertama, larangan Rasulllah SAW terhadap seorang
suami yang masuk Islam ( muallaf ) untuk bercampur dengan istrinya yang belum
pindah ke Islam ( kafir ). Kedua, Wanita-wanita yang hijrah pada pejanjian
Hudaibiyah tidak dikembalikan Rasulullah SAW kepada suami-suami mereka yang
masih kafir. Ketiga, Rasulullah SAW tidak menyatukan atau memisahkan putri Beliau
yang bernama Zainab yang telah Islam dengan suaminya Abu al-‘Ash bin al-Rabi’
yang masih kafir, sehingga suaminya masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW
mengembalikan putrinya tersebut kepada suaminya yang telah Islam tanpa
pernikahan baru. Keempat, kepada muallaf hanya boleh memiliki empat orang istri
secara bersamaan tidak boleh lebih dati empat. Ke/ima, seluruh ketentua hukum Islam
berlaku bagi muallaf, khususnya terkait hukum munakahat.

Prof. Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan hukum-hukum yang ditetapkan
Rasulullah SAW dalam beberapa hadis terkait status perkawinan muallaf memberi
pengertian, bahwa jika suami memeluk Islam sebelum berakhir masa iddah istri (
sudah Islam ), maka istri tetap sah jadi istrinya. Namun apabila setelah habis masa
iddah, istri boleh kawin dengan lelaki lain yang ia sukai. Tetapi, jika istri setia

menunggu ( tidak nikah ) hingga suaminya masuk Islam, maka ia boleh dikembalikan
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kepada suaminya tanpa nikah baru . Tidak ada seorang sahabatpun yang
memperbaharui nikahnya sesudah memeluk Islam. (Putra, M.N.A. & Fithry, A.
(2023).
Tinjauan Hukum Positif

Dalam konteks regulasi di Indonesia, hukum perkawinan diatur dalam
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam ( KHI ). Pasal 2
ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama. Di Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ;
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita
karena keadaan terntu. Pada poin c dijelaskan, seorang wanita yang tidak beragama
Islam dan pada pasal 44 dinyatakan ; seorang wanita Islam dilarang melangsungkan

perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. (Wahab, A. 2022).

Tidak ada aturan tertulis dalam bentuk peraturan menteri atau undang-
undang yang secara eksplisit mewajibkan akad ulang. Namun, praktik ini berasal dari
sistem administrasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) (Lihat Peraturan
Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019). yang mewajibkan data nikah
dimasukkan dalam sistem KUA, harus ada nomor akta nikah, tanggal nikah,
penghulu, dan dua saksi, serta wali. Jadi, akad ulang diselenggarakan agar sistem KUA
dapat memproses dan mencetak buku nikah, bukan karena adanya keraguan terhadap
keabsahan syar’i. Secara administratif, ini bisa menimbulkan kebingungan karena
akan terjadi dua data berbeda, yaitu data Dukcapil, misalnya, pernikahan tercatat sejak
2010 sedangkan dalam buku nikah KUA, tercatat 2025. Namun, hal ini dapat diatasi
dengan melampirkan surat pernyataan atau legalisasi akta nikah sebelumnya, sebagai
penjelasan bahwa: “Pasangan ini telah menikah secara sah sejak tahun 2010, dan akad
ulang dilakukan hanya untuk pencatatan dalam Islam / KUA.” Setelah akad ulang,
perubahan data agama dan pernikahan dilakukan di Dukcapil dan PNS wajib lapor
perubahan status pernikahan ke instansi terkait setelah pencatatan ulang. (Lihat
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23). (Anak
yang lahir dari pernikahan sah ( menurut agama sebelum Islam ) tetap diakui sebagai
anak sah, tidak perlu di-nasab-kan ulang. Nasab tidak batal karena Islam memandang
akad sebelumnya sah jika sesuai agama asal. Dalam KHI Pasal 100-103, anak sah
berhak atas waris, perwalian dan nafkah. (M. Junaidi, Z. Arifin 2021). Hal tersebut
sejalan dengan hadis Rasulullah SAW: “Islam menghapus dosa sebelumnya, bukan
hubungan pernikahan atau hak-hak.” (HR. Muslim). Menurut Hukum Positif di

Indonesia tidak ada perubahan status anak dalam dokumen sipil. Anak tetap sah dan
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berhak penuh atas identitas, waris, dan perlindungan hukum. Jika ada pencatatan
ulang nikah, maka Anak tidak perlu diadopsi ulang, karena tidak terjadi perubahan

status hukum dalam akta kelahiran.

PENUTUP

Dalam ajaran Islam yang dinyatakan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW
menjelaskan bahwa, jika suami dan istri masuk Islam bersama-sama, maka
pernikahan mereka tetap sah tanpa perlu adanya akad ulang. Hal ini didasarkan pada
prinsip bahwa Islam menghormati akad pernikahan yang sah menurut agama
sebelumnya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Namun, jika salah satu
pasangan tetap dalam agama asalnya, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa
pernikahan tersebut batal, kecuali masih ada kemungkinan pasangan yang non-
muslim ikut masuk Islam dan seorang pria muallaf tidak dibenarkan beristri lebih dari
empat orang. Seluruh ketentuan dalam hukum Islam berlaku juga kepada muallaf,
khususnya terkait dengan munakahat.

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia terkait perkawinan diatur dalam
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta aturan atau regulai
pendukung lainnya. Namun masalah akad ulang bagi muallaf belum diatur secara
ekspelisit dalam aturan resmi yang jadi payung hukum. Akibat hukum yang timbul
dari pindah agama dan proses penyelesaiannya bisa dirujuk dengan aturan dan

ketentuan yang berlaku, terutama terkait dengan administrasi kependudukan.
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